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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Peraturan / Kebijakan Pemerintah Tentang BUMDes 

Upaya pengembangan Ekonomi Pedesaan sudah lama sejak dijalankan 

oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum 

membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. 

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-

program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi 

Pemerintah terlalu besar, akibatnya dapat menghambat daya kreativitas dan 

inovas masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin wkonomi di 

pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan 

efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah 

sehingga mematikan semangat kemandirian. 

Pengaturan BUMDes diatur didalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 

Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai 

dengan kebeutuhan dan potensi Desa.1 Selain itu juga diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur 

tentang BUMDes, yaitu pada 78-81, bagian kelima tentang Badan Usaha 

Milik Desa.2 Kemudian yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.3 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, 

menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan peningkatan 

kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah 

dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha 

ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 

Artinya adanya potensi desa diimbangi dengan adanya potensi sumber daya 

manusia yang kompetitif tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian 

                                                             
1 Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang BUMDes. 
2 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. 
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.  
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tanpa adanya pihak ketiga yaitu aparatur pemerintah desa. Karena naungan 

yang kuat dari pemerintah desa dapat diciptakan desa yang maju, berdikasi, 

dan makmur.4 

Didalam Undang-Undang terbaru No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

juga disinggung Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUM 

Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian dar kekayaan Desa 

yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 

untuk sebesar-besarmya kesejahteraan masyarakat Desa.5 

Kemudian hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes 

semakin di perjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4 

Tahun 2015 mengenai BUMDes. Didalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 

dijelaskan secara rinci mengenai proses pendirian BUMDes, jenis usaha yang 

diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan 

BUMDes datur oleh Permen ini.6 

 

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari 

beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yurudis (hukum), 

teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan 

sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan 

sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah 

keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (KBBI). Dengan 

demikian, BUMDes merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem 

pemerintah yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam 

sektor perekonomian masyarakat. 

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen 

Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang 

didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan 

                                                             
4 Ibid., 
5 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. 
6 Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
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kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan 

penderiannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi 

masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat 

desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang 

dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa.7 

Anom Surya Putra menyatakan beberapa pengertian dari Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya: 

a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan 

institusi negara (Kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut  Tradisi 

Berdesa). 

b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun 

Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa 

yang bersifat kolektif. 

c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. 

d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa 

dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha 

ekonomi kolektif Desa.8 

Maryuani mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial 

masyarakatyang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.9 

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh desa melalui pnyertaan langsung yang berasal dari 

                                                             
7 Departemen Pendidikan Nasional, Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Universitas Brawijaya: Fakultas 

Ekonomi 2004), hlm. 4 
8 Surya Anom Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, (Jakarta : 

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 

hlm. 9 
9 Maryunani, Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa, (Bandung : 

CV. Pustaka Setia, 2008),  hlm. 35 
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kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola saet, jasa pelayanan, dan 

usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraaan masyarakat desa.10 

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan 

asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong 

setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon 

pendirian BUMDes.11 Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang 

beroperasi dipedesaan , BUMDes harus memiliki perbedaan dengan 

lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan 

kinerja, BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan warga desa. 

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan 

lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 

1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. 

2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) 

melalui pertanyaan modal (saham atau andil). 

3) Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya 

lokal (lokal wisdom).  

4)  Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil 

informasi pasar. 

5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui 

kebijakan desa (village policy). 

6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes 

7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, 

anggota).12 

                                                             
10 Herry Komroesid, Tata Cra Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta : Mitra 

Wacana Media, 2016), hlm.2 
11 Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai 

Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian 

Desa, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014.  
12 Maryunani, Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa, (Bandung : 

CV. Pustaka Setia, 2008),  hlm. 51 
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BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya 

dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti 

pemenuhan modal usaha BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal 

kepada pihak luas, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan 

melalui pihak ketiga. 

   Badan usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Bersama 

dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan 

masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian 

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa 

yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari 

pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan 

masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di des-

desa tersebut. 

   Operasional pengelolaan BUMDes dijalankan dengan mengacu 

pada anggaran rumah tangga yang disepakati pada awal pendirian 

BUMDes. Selain itu sehubungan dengan pengelolaan ada beberapa prinsip 

pengelolaan ada beberapa prinsip pengelolaan BUMDes diantaranya:13 

a. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut 

direalisasi diantaranya dengan mmberikan pelayanan kebutuhan 

untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, 

mengurangi praktek ijo (rante) dan pelepasan uang, menciptakan 

pmerataan kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan 

masayarakat. 

b. Dalam pengelolaan BUMDes diprediksikan tetep melibatkan orang 

ketiga yang tidak terdampak pada masyarakat desa itu sendiri, 

tetapi juga masyarakat dalam cangkupan yang lebih luas 

(kabupaten). Oleh sebab itu pendirian BUMDes yang diinisiasi 

oleh masyarakat harus tetep mempertimbangkan keberadaan 

                                                             
13 Opcit., hlm. 11 
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potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak didesa, 

dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. 

   Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen 

Pendidikan Nasional.14 Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting 

untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersiapkan dengan 

cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, 

Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola 

BUMDes yaitu:15 

a)   Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 

harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan 

dan kelangsungan hidup usahanya 

b)   Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMdes harus 

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan 

kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes 

c)   Emansipatif, semua kompenen yang terlibat didalam BUMDes 

harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan,suku, dan 

agama 

d)   Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan mudah dan terbuka 

e)   Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 

jawabkan secara teknis maupun administrasi 

f)   Sustainable, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan 

oleh masyarakat dalam wadah BUMDes 

                                                             
14 Departemen Pendidikan Nasional, Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007), hlm. 13 
15 Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), Buku Panduan 

dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat 

Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 

hlm. 13 
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  Selain azaz pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan 

pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:16 

1   Azaz kesukarelaan, maksutnya keterlibatan seseorang dalam 

kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pemberdayaan melalui 

kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi 

atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan 

untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang 

dirusaknya 

2   Azaz kesetaraan, maksutnya semua pihak pemangku kekuasaan 

yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi 

yang serata,tidak ada yng ditinggikan dan tidak ada yang 

direndahkan 

3   Azaz Musyawarah, maksutnya semua pihak diberikan hak untuk 

mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai 

perbedaan pendapat. Dalam pengamblan keputusan harus 

dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.  

4   Azaz Keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam 

kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak 

menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap 

jujur dan saling perduli satu sama lain. 

2. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes 

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain: 

a.  Menumbuhkembangkan perekonomian desa. 

b. Meningkatkan sumber  pendapatan Asli Desa. 

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi 

peruntukan hajat hidup masyarakat desa. 

d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa. 

Adapun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa anatara 

lain: 

                                                             
16 Chabib Sholeh, Dialetika Pengembangan Dengan Pemberdayaan, (Bandung : Bumi 

Aksara, 2014), hlm. 83-84 
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1) Meningkatkan peranan masyarakat desa daam mengelola sumber-

sumber pendapatan lain yang sah. 

2) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam 

unit-unit usaha desa. 

3) Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap 

tenaga kerja masyarakat di desa. 

4) Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang 

berpenghasilan.17 

3. Unit Usaha BUMDes  

   Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes antara lain: Pasar 

desa, Waserda, Transportasi, home industri, perikanan darat, pertanian, 

simpan pinjam, sumber air, obyek wisata desa, kerajinan rakyat, 

peternakan, dan argoindustri.18 

  BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang 

dikembangkan di perdesaan. Oleh karena itu, didalam BUMDes dapat 

terdiri dari beberapa unit usaha berbeda-beda. Ini sebagaimana 

ditunjukkan pada contoh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 

(tiga) unit usaha yaitu Unit Perdagangan, Unit Jasa Keuangan, dan Unit 

Produksi. Unit usaha yang berada didalam BUMDes secara umum dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a.  Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam. 

b. Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya menjalankan usaha 

pertokoan atau waseda, foto copy, sablon, home industri, 

pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, 

dll.19 

 

 

 

                                                             
17 Purnomo, Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Lombok 

Timur : Makalah BPMPD, 2004), hlm. 17 
18Opcit., Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, hlm. 27 
19 Ibid., hlm. 28 
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C. Peran  

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti  

pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.   

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan 

manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi 

tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.20 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan.21 Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran 

yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai 

peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas 

perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum 

secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.22  

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang 

diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas 

perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi 

dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat 

dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan 

akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.23  

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki 

oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban 

yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan 

                                                             
20 Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan : Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks 

Struktur Sosial Masyarakat, (Jakarta : Bina Ilmu, 1982), hlm. 39 
21 Soejarno Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2002), hlm. 220 
22 Soejarno Soekamto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta : Rajawali Press, 

1987), hlm. 220 
23 Ibid, hlm. 221 
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kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu fungsi.  

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian 

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran 

yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / 

diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan 

mempunyai peran yang sama 

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh 

seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat 

peran mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu :24 

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat.  

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk 

hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi 

interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat 

yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling 

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang 

dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari 

kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang 

bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman 

                                                             
24 Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi), (Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 76 
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yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang 

pengertian peran. 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran 

adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan 

tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila 

dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan 

kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas 

perhubungan.   

Teori peran tidak cenderung mengklarifikasikan istilah-istilahnya 

menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klarifikasinya pada sifat asal 

dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran 

dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil  kerja, hasil sekolah, hasil 

olahraga pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban , dan 

lain sebagainya.25 

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, 

terlepas dari cara mencapai tujuan atu hasil tersebut. Namun tidak menutup 

kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat 

sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran 

ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. 

Menurut Seyadi peran BUMDes adalah sebagai:26 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

                                                             
25 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta : Rajawali Pers, 

2015), hlm. 2015 
26 Seyadi, Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa, (Yogyakarta : UPP STM 

YKPN, 2003), hlm. 16 
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c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai 

pondasinya. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

masyarakat desa. 

e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran 

masyarakat. 

D. Ekonomi Masyarakat 

1. Landasan Filosofi 

Ekonomi secara etimoligi berasal dari bahasa yunani yaitu 

Oikonomia. Oikanomia sendiri berasal dari dua suku kata yakni oikos dan 

nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Dengan 

demikian ekonomi sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan mengurus 

rumah tangga yang dalam baha inggris disebut dengan istilah economics.27 

Sedangkan secara terminologi atau istilah, ekonomi adalah pengetahuan 

tentang pariwisata dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia 

individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas 

yang dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas.28 

Pengertian ekonomi secara umum memiliki arti yaitu, hal yang 

mempelajari perilaku manusia dalam mengembangkan sumberdaya yang 

langka, yang mana ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku 

manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi.29 

Ekonomi merupakan suatu ilmu yang tidak dapat dibatasi oleh 

jalan ilmu yang tertentu namun ia dapat mencakup kebijakaan manusia 

dalam menjangkau sosial perjalanan hidupnya oleh sebab itu ada macam-

macam pendapat mengenai pengertian ekonomi, seperti yang diungkapkan 

                                                             
27 Edi Soeharto, Metodologi Pengembangan Masyarakat : Jurnal Comev, Vol. I,  

(Jakarta: BEMJPMI, 2004), hlm. 3 
28Abdullah Zaky, Ekonomi dalam Perspektif Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm. 

5 
29 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008, Ed. 1), hlm. 14 
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oleh para pakar seperti Adam Smit yang menganut pandangan bebas, 

Thomas Robert Maltus dengan kecemasannya menghadapi perkembangan 

penduduk yang tinggi dan dapat berpengaruh pada perjalanan ekonomi dan 

Karl Max dengan Teori khasnya kapitalisme.30 

Sedangkan menurut para ahli ekonomi seperti Marshall 

sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Karim dalam bukunya, 

berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmuan yang mempelajari usaha-usaha 

individu maupun kelompok dalam ikatan pekerjaan sehari-hari yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana 

pula mempergunakan pendapat tersebut.31 

Dalam bahasa inggris , masyarakat disebut society, asal kata socius 

yang berisi kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal daru bahasa Arab, 

yaitu syirik yang artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena 

adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia 

sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam 

lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan.32 

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L. Gillin dan 

J.P.Gillin dalam bukunya M. Munandar Soelaeman sepakat bahwa adanya 

saling bergaul dan interaksi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-

cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga 

masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatu sistemadat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh 

suatu rasa identitas bersama.33 Masyarakat adalah sekumpulan orang yang 

saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang 

terpola, terorganisasi. 

Menurut Paul B. Harton, masyarakat adalah sekumpulan manusia 

yang relatif mandiri, yang hidup bersama cukup lama, yang mendiami 

                                                             
30 Faud Moh. Fachruddin, Ekonomi Islam, (Jakarta : Mutiara, 1982), hlm. 75 
31 Ahmad Karim, sistem, prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam, (Pustaka Setia, Bandung, 

1999), hlm. 10. 
32 M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial, 

(Bandung: Refika Aditama, 1998), hlm. 63 
33 Ibid. hlm. 64 
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suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan 

sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.34 

Pada dasarnya masyarakat mempunyai kesamaan isi, yaitu bahwa 

masyarakat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran 

mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah 

manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka 

minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama. 

b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia 

tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, 

meja dansebagainya. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia 

akan timbul manusia baru. Selain itu sebagai akibat dari hidup 

bersama itu, timbullah sistem kominukasi dan timbullah peraturan-

peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok 

tersebut. 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dalam arti 

yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan 

sosial,mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.selanjutnya, 

kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya 

ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran 

masyarakat, dansebagainya. Jiwa masyarakat ini merupakan polusi 

yang berasal dari unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan 

peran sosial. 

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan 

bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota 

kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Dalam 

hal ini mausia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup 

bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan mahluk 

hidup lain seperti hewan. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, 

suatu misal manusia yang dikurung sendirian di dalam suatu ruangan 

                                                             
34 Bagja Waluya, op. cit, hlm. 10 



28 

tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan 

pribadinya, sehinga lama-kelamaan dia akan mati.35 

Kemantapan unsur-unsur masyarakat mempengaruhi setruktur 

sosial. Dalam hal ini struktur sosial digambarkan sebagai adanya molekul 

dalam susunan yang membentuk zat, yang terdiri dari bermacam-macam 

susunan hubungan antar individu dalam masyarakat. Maka terjadi integrasi 

masyarakat dimana tindakan individu dikendalikan, dan hanya akan 

nampak bila diabstrakkan secara induksi dari kenyataan hidup masyrakat 

yang kongkrit. 

Dapat dijelaskan bahwa ekonomi masyarakat yaitu suatu 

kebutuhan bagi masyarakat yang dimana masyarakat tersebut mendiami 

suatu desa atau tempat tinggal dengan jangka waktu yang lama dan 

memeiliki kebudayaan yang sama, serta memiliki kebutuhan hidup yang 

sama yang sama-sama membutuhkan kebutuhan ekonomi dalam bentuk 

produksi ataupun dalam bentuk distribusi yang dibutuhkan manusia. 

Ekonomi merupakan suatu ilmu yang tidak dapat dibatasi oleh 

jalan ilmu yang tertentu namun ia dapat mencakup kebijakaan manusia 

dalam menjangkau sosial perjalanan hidupnya oleh sebab itu ada macam-

macam pendapat mengenai pengertian ekonomi, seperti yang diungkapkan 

oleh para pakar seperti Adam Smit yang menganut pandangan bebas, 

Thomas Robert Maltus dengan kecemasannya menghadapi perkembangan 

penduduk yang tinggi dan dapat berpengaruh pada perjalanan ekonomi dan 

Karl Max dengan Teori khasnya kapitalisme.36 

Dari pengertian diatas yang dimaksud ekonomi disini yaitu upaya 

manusia dalam menghadapi perubahan sistem perekonomian yang langka 

dan sumber-sumber yang terbatas, serta ruang lingkup manusia yang ada 

dalam bidang konsumsi, produksi dan distribusi yang di butuhkan 

manusia. 

                                                             
35 Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1999), hlm.26-27 
36 Moh. Fachruddin Faud, Ekonomi Islam, (Jakarta : Mutiara, 1982), hlm. 75 
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Pengertian kesejahteraan sosial dituangkan ke dalam Undang-

Undang Nomor 61 dan 74 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kesejahteraan sosial, pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:” 

kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial 

materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, 

dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara 

untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, 

rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban tidak 

lepas dari faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan 

serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. 

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi 

pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan 

menjadi: 

1) Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian 

kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk 

keperluan bantuan. 

2) Jasa pelayanan (service) berupa bimbingan dan penyuluhan. 

3) Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, 

pekerjaan dan semacamnya.37 

2. Landasan Hukum 

Secara keseluruhan bahwa menurut Ambar Teguh Sulistyani 

menyatakan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 

penyadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang 

paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan 

kecakapan ketrampilan.38  

                                                             
37 Isbandi Rukminto, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Jakarta: FISIP UI 

Pres), hlm. 5-6 
38Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta: 

Anggota IKAPI DIY,2004), hlm.83-84 
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Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi Terdapat pada Al-Qur’an 

dan Hadits : 

Allah Swt berfirman dalm QS. Al- A‟ráf ayat 10 bahwa telah 

menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan 

penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan tamkin 

(pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar 

berusaha. 

ْْ وَلَقدَْ مَكَّنَّكُمْ فيِ  ا تشَْكُرُوْنْ  الََرْضِ وَجَعَلْناَ لَكُمْ فيِْهَا مَعاَ يِشَا ْ قَلِيْلاً مَّ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian 

di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) 

penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A‟ráf (7) : 10). 

 

Allah Swt berfirman guna mengingat hambanya akan anugrah yang 

telah diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala 

kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi 

sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah demikian banyak 

akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur.39 

Allah menciptakan manusia di muka bumi sekaligus juga 

menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan 

manusia. Sumber bagi penghidupan manusia Allah ciptakan segala sumber 

daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara 

semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab.  

Hadits di bawah ini menjelaskan untuk menolong dan membantu 

kaum-kaum yang tidak berdaya yaitu orang miskin. Orang-orang miskin 

adalah orang-orang yang tidak berdaya karena tidak dapat mengentaskan 

kehidupannya menjadi lebih baik. Karena itu hadits di bawah ini 

berkaitan dengan konsep pemberdayaan. Adapun hadits yang berkaitan 

dengan pemberdayaan (empowerment) atau tamkin adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
39 Muhammad Nasib Ar-Rifa‟I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Cetakan Ke 2 

(Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.340 
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 اِخْوَانَكُمْ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّي اللهِ  رَسُوْلُ  قاَلَ  قاَلَ  ذرَْ  ابَيِ عَنْ 

ا هُمْ  طْعِمُوْ  فاَ ايَْدِيَكُمْ  تحَْتَ  اللهُ  جَعلَهَُمُ  ا وَاْلبَسُوْهُمْ  كُلوُْنَ  تاَءْ  مِمَّ  مِمَّ

ا تلَْبَسُوْنَ   ابن رواه) عِينهُُمْ  فاَءَ  كَفلَْتمُُهُمْ  فاَِنْ  يغَْلِبهُُمْ  مَا تكَُلَّفوُْهُمْ  وَلَمَّ

 (ماجه
Artinya : “Dari Abu Dzar RA, ia berkata. "Rasulullah SAW 

bersabda, '(Nisab) saudara-saudara kalian telah Allah jadikan berada di 

bawah tangan kalian. Maka berilah mereka makan seperti apa yang 

kalian makan, dan berilah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, 

serta janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat 

memberatkan mereka. Dan jika kalian membebankan sesuatu kepada 

mereka, maka bantulah mereka." (HR. Ibnu Majah).40 

 

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang terlihat 

dari kalimat “saudara-saudara kalian telah Allah jadikan di bawah tangan 

kalian”, artinya seseorang yang menjadi pemimpin harus memberikan 

kelayakan kepada yang dipimpinnya bahkan memberikan sesuai yang ia 

pakai. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi pemimpinlah 

yang memberikan kebijakan dalam program pemberdayaan tersebut 

sehingga harus memberikan kebijakan sesuai. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini ditulis oleh Amelia Sri Kusuma Dewi,41 tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes dalam 

meningkatkan pendapatan desa dan menumbuhkan perekonomian desa. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini yaitu ketentuan Menteri dalam Negeri melalui pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Namun dalam 

kenyataannya niat baik dari undang-undang dan Peraturan Pemerintah 

tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten/kota dengan 

indikasi belum adannya Perda yang mengatur tentang Tata Cara 

                                                             
40 Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkám, hlm. 

358 
41 Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai 

Upaya Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa” Jurnal Of Rural and 

Development, Vol. V No. 1 Februari 2014. 



32 

Pembentukan dan  Pengelolaan. Persamaannya yaitu sama-sama 

menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif. Perbedaannya 

objek penelitian dan fokus penelitiannya berbeda. 

Penelitian ini ditulis oleh Suprianto dkk,42 tujuan dari penlitian ini 

untuk mengetahui peranan BUMDes Karang Dima terhadap peningkatan 

pendapatan maasyarakat desa, khusunya masyarakat pengguna dana 

BUMDesa di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten 

Sumbawa. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif, hanya menguraikan hasil dari pertanyaan wawancara saat 

dilapangan. Hasil dari penelitian jurnal ini dapat disimpulkan bahwa 

diperoleh peningkatan pendapatan terjadi pada pengguna dana BUMDesa 

dibidang perdagangan kios sembako, perdagangan kelontong, perdagangan 

bakulan, dan pada usaha rumah tangga seperti usaha kue kering, kue basah 

dan kerupuk. Persamaan dari jurnal ini yaitu sama-sama membahas 

tentang BUMDesa dan sama-sama menggunakan metode pnelitian yang 

sama yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaannya yaitu dari objek penelitian 

hingga dalam fokus penelitiannya tidak sama. 

Penelitian ini ditulis oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggreani,43 tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk menggali dampak keberadaan Badan Usaha 

Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan 

metode Community Based Research, dimana penelitian ini dilakukan 

dalam beberapa tahap, yaitu: indepth interview dengan partisipan yang 

menjadi aktor kunci dalam BUMDes, tahap selajutnya melakukan Diskusi 

Kelompok berdasaran kelompok kepentingan yang ada didesa tersebut, dan 

pada tahap terakhir dilakukan Focus Group Discussion dimana diskusi 

dilakukan oleeh berbagai pihak yang berkepentingan. Hasil dari penelitian 

                                                             
42 Suprianto, Novi Kadewi Sumbawati, Tri Selfi Fatriani, “ Peran Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDesa) Terhadap Peningkatan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa) di Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa”, 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1, April 2017, ISSN (P): 2089-1210, E-ISSN: 2580-7285. 
43 Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. “ Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta” 

jurnal Modus, Vol. 28. No. 2, hlm. 155-167 
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jurnal ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa 

perubahan di bidang ekonomi dan sosial. persamaan dari penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan membahas tentang BUMDes dan metode 

penelitian secara kualitatif. Perbedaannya yaitu objek yang di teliti tidak 

sama. 

Penelitian ini ditulis oleh Coristya, Heru, da Suwondo,44 tujuan 

dari penelitin ini yaitu untuk mngetahui bagaimana kinerja keberadaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menjadi salah satu penguatan 

ekonomi desa di desa landungsari. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Hasil dari 

penelitian jurnal ini yaitu bahwa keberadaan BUMDes sudah sesuai 

dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh 

desa dengan peraturan desa mengenai Badan Usaha Milik Desa. Akan 

tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tdak menyokong 

pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi Badan Usaha Milik 

Desa ini hanya sebatas papan nama saja. Persamaan penelitian jurnal ini 

yaitu sama-sama membahas tentang BUMDes dan sama-sama 

menggunakan metode penelitian kulitatif dengan menggunakan 

pendekatan secara deskriptif. Perbedannya yaitu kalau di jurnal ini fokus 

membahas tentang keberadaan BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa, 

sedangkan di penelitian saya lebih fokus membahas peran BUMDesma 

Sumbergempol dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.  

Penelitian ini ditulis oleh Rismawati,45  tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui peranan BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan 

Rowosari Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui faktor pendukung dan 

                                                             
44 Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, Keberadaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, 

Kecamatan Dau,Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol. 1, No. 6, hlm. 1068-

1076 
45 Rismawati, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018). 
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penghambat BUMDes Perwitasari dalam  meningkatkan perekonomian 

masyarakat minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari kabupaten 

Kendal. Penelitian ini mnggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa peranan 

BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian sudah baik 

dalam pelaksanaanya. Persamaannya dari penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data 

seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dan sama-sama fokus 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun perbedaannya 

yakni obyek penelitiannya yang berbeda. 

Penelitian ini ditulis oleh Satika Rani,46 tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui peran dan kontribusi BUMDes terhadap 

kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (Studi pada 

BUMDes di Desa Karya Mulya Sari kecamatan Candipuro Kabupaten 

Lampung Selatan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

lapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun 

metode peengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode 

observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Hasil dari 

penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa BUMDes Karya Abadi di Desa 

Karya Mulya Sari sudah cukup berperan dan berkontribusi bagimasyarakat 

hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya 

ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat di Desa Karya Mulya Sari. 

Persamaan dari penelitian ini yaitu dari metode penelitian yang sama-sama 

menggunakan observasi, interview dan metode dokumentasi. Adapaun 

perbedaannya yaitu objek penelitiannya tidak sama. 

                                                             
46 Satika Rani, Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDES Karya 

Abadi di Desa Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan), (Lampung: 

Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018). 
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Penelitian ini ditulis oleh Garnies Lelyana Sagita,47 tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa 

melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan empiris yakni penelitian yang 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan 

penelitian data primer di lapangan. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu 

pembentukan BUMDes dimaksutkan guna mendorong/menampung 

seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang 

berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Pengelolaan unit-unit 

usaha dibawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat 

dibandingkan pengelolaan dibawah koperasi. Persamaan dari penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang peran BUMDes dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, perbedaannya yaitu tempat penelitiannya tidak 

sama. 

Menurut Agung Septian Wijanarko,48 tujuan penelitian ini adalah 

meningkatkkan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat 

ekonomi masyarakat Desa Pandankrajan yang masih rendah. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: tepat 

informasi, tepat jaminan, tepat subyek, tepat waktu, tepat tempat. Hasil 

dari penelitian skripsi ini adalah dapat disimpulkan bahwa pengurus dan 

anggota BUMDes telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes 

agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai, upaya 

BUMDes untuk menambah modal dari simpanan sukarela belum bisa 

terpenuhi. Kurangnya dukungan dari masyarakat yang mengupulkan 

modal BUMDes untuk melakukan simpanan sukarela, upaya BUMDes 

dalam memberi pinjaman kepada anggota yang telah membantu untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini tujuan BUMDes untuk 

                                                             
47 Garnies Lelyana Sagita, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Studi Kasus BUMdes Tirta Mandiri Klaten), (Surakarta:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017). 
48 Agung Septian Wijanarko, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat si Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto, 

(Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012). 
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mencapai kesejahteraan masyarakat telah tercapai. Persamaannya yaitu 

sama-sama meneliti tentang BUMDes dan jenis penelitiannya sama- sama 

menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu objek yang di teliti 

tidak sama. 

Menurut Ade Eka Kurniawan,49 penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam 

peningkatan pendapatan asli desa, khususnya masyarakat Desa Lanjut 

Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga. Metode penelitian 

kualitatif yang berdasarkan proses pengambilan data bersifat sampling 

purpose, informan penelitiannya berjumlah 10 orang. Dalam menganalisis 

data penelitian menggunakan wawancara dan observasi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa  

(BUMDES) dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai fasilitator, 

mediator, motivator, dinamisator mengalami peningkatan.  Persamaannya 

yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

wawancara dan observasi. Kemudian perbedaannya yaitu objek 

penelitiannya tidak sama. 

Menurut Edy Yusuf Agungguanto dkk,50 penelitian ini bertujuan 

mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang.  

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai 

dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu 

meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam 

pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang 

dijalankan masih terbatas, keterbatasan Sumber daya manusia yang 

mengelola BUMDes, dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih 

rendahnya pengetahuan mereka.  Persamaan dalam penelitian ini yaitu 

                                                             
49 Ade Eka Kurniawan, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Pesisir Kabupaten Lingga), Program 

Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH Tanjungpinang, hlm. 24-25 
50 Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushantono, Darwanto, 

Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 

Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 13, No. 1 Maret 2016, hlm. 67-81 
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sama-sama menggunakan metode kualitatif serta adanya kendala dalam 

pengelolaan BUMDes. Perbeedaannya terletak pada obyek penelitian yang 

tidak sama. 

Menurut Muhammad Bahrul Rizki,51 penelitian ini bertujuan untuk 

(1) mengetahui Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

pengembangan usaha kebun singkong gajah di Desa Tepian Makmur; (2) 

mengetahui faktor pendukung dalam proses pengembangan usaha dikebun 

singkong gajah di Desa Tepian Makmur; (3) mengetahui kendala yang 

dihadapi dalam proses pengembangan usaha kebun singkong gajah di 

Desa Tepian Makmur. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu (1) strategi BUMDes 

dalam pengembangan usaha kebun singkong gajah berupa perencanaan 

yang terdiri dari penentuan modal usaha, perencanaan pembangunan 

pabrik, membangun kerjasama, penyediaan bibit, dan penentuan tenaga 

kerja. Pelaksanaan terdiri dari publikasi, pembinaan dan monitoring. 

Kemudian evaluasi terdiri dari kelancaran memperoleh bahan baku, dan 

penjualan hasil produksi. (2) faktor pendukung dalam proses 

pengembangan usaha kebun singkong gajah adalah kondisi tanah yang 

baik, insfratuktur bagus, lokasi pabrik yang strategis, sarana dan prasarana 

yang memadai, minat masyarakat yang tinggi, dan proses pembangunan 

selalu didampingi Kepala Desa serta pihak terkait. (3) kendala yang 

dihadapi adalah pabrik belum punya mesin pengering tepung, dan masih 

banyak hama tanaman. Persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang 

BUMDes. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak obyek penelitian. 

 

 

 

 

                                                             
51 Muhammad Bahrul Rizki, Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

Pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau 

Pulung Kabupaten Kutai Timur, E-journal Soosiatri-Sosiologi, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 46-60 
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F. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUMDESMA 

PERAN 
1. Memberi motivasi kepada 

masyarakat Sumbergempol 
supaya tergerak hatinya 

untuk melatih keterampilan 

atau skill yang dimiliki. 
2. Pendampingan pelatihan 

kepada masyarakat. 

3. Membuka lapangan 

pekerjaan bagi warga 
masyarakat yang 

pengangguran. 

 

KENDALA 

EKSTERNAL 

1. Kurangnya kesadaran 

masyarakat terkait 

pentingnya unit-unit 

usaha di BUMDesma. 
2. Terdapat tunggakan 

pengembalian 

pinjaman modal. 

 

KENDALA 

INTERNAL 

1. Terbatasnya tenaga 

kerja. 

2. Kurangnya peralatan 
kerja. 

3. Tempat kerja sangat 

sempit. 

MENINGKATKAN 

EKONOMI 

MASYARAKAT 

SOLUSI 

1. Menambah tenaga 

kerja baru dnegan 

cara berdiskusi 
terlebih dulu. 

2. Menambah peralatan 

kerja. 

3. Memperlebar luas 

kantor. 

SOLUSI 

1. Memberikan pelatihan 

dan pembinaan agar 

masyarakat sadar akan 
potensi usaha yang 

bisa dikembangkan. 

2. Memberikan arahan 

kepada warga 
masyarakat untuk 

menentukan usaha apa 

yang bisa 

dikembangkan. 
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Keterangan:  

BUMDESMA adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang 

berada di Kecamatan Sumbergempol. BUMDESMA merupakan badan 

usaha milik dua desa atau lebih yang melakukan kerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama. BUMDESMA ini mempunyai peran penting 

dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Tetapi peran BUMDESMA 

untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sumbergempol mempunyai 

kendala seperti kendala secara Internal maupun kendala Eksternal. Adapun 

kendala internalnya adalah terbatasnya tenaga kerja, dan kurangnya 

peralatan kerja. Sedangkan kendala eksternal adalah kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang pentinya unit-unit usaha yang ada di BUMDesma 

Sumbergempol, kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap BUMDesma 

Sumbergempol, dan terdapat tunggakan dalam pengembalian pinjaman 

modal. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut maka harus adanya 

solusi secara Internal dan eksternal agar BUMDESMA bisa berperan 

secara penuh dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sumbergempol. 

Adapun solusi dalam menangani kendala internal adalah menambah 

karyawan atau pegawai dengan berdiskusi terlebih dahulu, membeli 

peralatan kerja sesuai yang dibutuhkan kantor, dan memperluas luas 

kantor. Sedangkan solusi dalam mengatasi kendala eksternal adalah 

memberikan pelatihan dan pembinaan agar masyarakat sadar akan potensi 

usaha yang bisa dikembangkan, dan memberikan arahan kepada warga 

masyarakat untuk menentukan usaha apa yang bisa dikembangkan. 

 

 

 

 


